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ABSTRAK 

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan sangat diinginkan 

oleh semua orang yang beragama Islam. Dengan adanya perkawinan ditujukan untuk 

memperoleh kehidupan sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan, 

pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan yang pailng penting adalah 

untuk Ibadah. Namun, tidak semua perjalanan hidup akan berjalan dengan mulus apa 

adanya sesuai dengan keinginan kita. Sering terjadi perselisihan antara suami-istri 

merupakan bumbu dalam pernikahan. Tetapi jika perselisihan tidak diselesaikan 

maka akan menimbulkan konflik atau sengketa.  Persengketaan ini yang biasanya di 

ajukan kepada pihak pengadilan untuk diurus.   

Penyelesaian sengketa pada awal proses persidangan berupa mediasi. Mediasi 

merupakan penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga. Mediasi yang di 

adakan di pengadilan Agama Bantul kurang efektif dari segi pokok masalah 

perceraian karena perkara yang dicabut karena mediasi sangatlah sedikit. Seiring 

dengan berjalannya waktu, tujuan dari mediasi bergeser dari dicabutnya perkara, 

bergeser kepada pokok perkara assesoir yang kemudian melakukan beberapa 

kesepakatan dan berpisah dengan damai  

Disini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan 

menggunakan cara pengumpulan data baik dokumentasi ataupun wawancara. 

Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif 

yuridis yaitu pendekatan secara hukum Islam dan hukum positif. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa efektifitas mediasi oleh hakim 

mediator dalam perkara pokok perceraian belum efektif karena perkara yang dicabut 

sangatlah sedikit, sedangkan Perkara assesoir bisa dikatakan cukup efektif karena 

ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali maka Istri dapat melakukan 

kesepakatan kepada Suaminya dan mereka berpisah dengan damai.   
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JANGAN PERNAH MENGHARAPKAN YANG 

BESAR JIKA TIDAK MELAKUKAN YANG BESAR 

 

 

 

JADILAH DIRI SENDIRI !!!!  

JANGAN TERPENGARUH ORANG LAIN 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1987 Nomor 157/1987 

dan 0593/1987.  

 
I.  Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta’ t te ت

 sa’ s| es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha’ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ t} te (dengan titik di bawah) ط

 dha’ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l ‘el ل

 mim m ‘em م

 nun n ‘en ن

 waw w we و
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� ha’ h ha 

 hamzah ` apostrof ء

 ya’ y ye ي
 
 
II.  Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

�� !" ditulis mutakabbir 

 ditulis al-quddu>s ا%$#وس
 
 

III.  Ta’ marbutah di akhir kata  

a. Bila dimatikan ditulis h 

&'"() ditulis ja>mi’ah 
&�! " ditulis maktabah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan 

zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, 

maka ditulis dengan h 

 ditulis maktabah al-jami>lah ا%.-,+& " !�&
 

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah, 

ditulis t 

2�1& ا%-0+-,/ ditulis firqatul muslimi>n 
 
 
IV.  Vokal pendek 

 َ
 

fathah ditulis a 

 
 ِ

kasrah ditulis i 
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 ُ
 

dammah ditulis u 

� 3 fathah ditulis syakara 

1�أ kasrah ditulis quri’a 

5678 dammah ditulis yant}iqu 
 
 
V. Vokal panjang 

1 
fathah + alif 

 آ)"+&
ditulis 
ditulis 

a> 
ka<milah 

2 
fathah + ya mati 

:+; 
ditulis 
ditulis 

a> 
s}olla> 

3 
kasrah + ya mati 

#8#3 
ditulis 
ditulis 

i > 
syadi>d 

4 
dammah + wawu mati 

 ;#ور
ditulis 
ditulis 

u> 
s}udu>r 

 
 
VI.  Vokal rangkap 

1 
fathah + ya mati 

 رو8#ا
ditulis 
ditulis 

ai 
ruwaida 

2 
fathah + wawu mati 
 و2�?<ن ذي ا=و>)ذ

ditulis 
ditulis 

au 
wa fir’aunaz|il auta>d 

 
 
VII.  Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a’antum asyaddu khalqan أأA!B أ#3 @+$)

Cاإ>E�+8 A% ditulis lam yalbas|u>’illa> 
�دودون-%(B8$<%<ن أء ditulis yaqu>lu>na’a’inna> lamardu>du>na 

 
 
VIII.  Kata sandang alif+lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  

 ditulis al-Qur’a>n ا%$�ان
 ditulis al-kita>b ا% !)ب
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan  

F�G%ا ditulis as}-s}ubh}u 
 ditulis as-sa>hirah ا%0)ه�ة

 
 
IX.  Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis  menurut  bunyi  atau pengucapannya dengan menulis penulisannya 

 ditulis إذا ا%J-K آ<رت
iz|asysyamsu  atau iz|a asy-

syamsu 

� ا%<ا8#%/L ditulis 
birrul wa>lidaini atau birru al-

wa>lidaini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan secara terminologis berarti perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. Hidup berhimpun bersama 

antara suami dan istri ini kemudian disebut berumah tangga.1 Kemudian ada juga 

pengertian dari segi syari’ah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal.2 Dengan demikian dapat kita mengerti 

bahwasanya perkawinan merupakan ikatan, perjanjian ataupun juga akad yang 

menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

dan saling menolong serta menentukan batasan hak dan kewajiban antara keduanya.  

Perkawinan juga mempunyai tujuan secara luas tentunya, dalam nash yakni: 

al-Baqarah: 187 dan 223, an-Nisa’: 1, 9 dan 24, an-Nahl: 72, ar-Rum: 21, as-Shura’: 

11, al-Ma’arij: 29-31, dan at-Thariq: 6-7. Dari sejumlah nash tersebut, ketika 

disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni: (1) 

Memperoleh kehidupan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, (2) Tujuan Reproduksi 

(penerusan Generasi), (3) Pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, 

                                                           
1 Lukman A Irfan, Seri Tuntunan praktis Ibadah Nikah, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan 

Madani, 2007), hlm 1 

2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 
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dan (5) Ibadah.3  Memperoleh kehidupan sakinah merupakan dambaan setiap 

keluarga sehingga untuk mendapatkan dan memelihara kondisi keluarga yang penuh 

dengan kasih sayang ini tentulah sangat susah. Keluarga yang penuh dengan kasih 

sayang, harmonis dalam kehidupan dapat ditempuh dengan saling menjaga perasaan 

masing-masing, dan tidak menengedepankan ego individual.  

Namun apabila tidak dapat menjaga keharmonisan maka akan timbul yang 

namanya konflik dalam keluarga. Tentunya konflik itu muncul tidak hanya karena 

satu sebab saja, bisa jadi karena menumpuknya masalah yang kemudian dipendam 

selama berlangsungnya kehidupan berkeluarga. Dari ketidakharmonisan inilah 

muncul beberapa faktor seperti:  

1. Terjadinya Nusyuz dari pihak Istri 

2. Terjadinya Syiqaq 

3. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling 

menuduh diantara keduanya.4 

Setelah muncul salah satu dari sebab yang diatas, dan salah satu pihak dari 

suami atau istri tidak dapat lagi menahan diri, kemungkinan yang dapat terjadi antara 

kedua belah pihak adalah Perceraian. Kemudian perceraian ini harus dengan gugatan 

kedepansidang pengadilan. Dari tahun ke tahun, masalah perceraian yang masuk ke 

                                                           
3 Khoiruddin Nasution, hukum Perkawinan 1, ( Yogyakarta: ACAdeMia + TAZZAFA, 2004), 

hlm 37-38  

4 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian sengketa dalam Rumah Tangga, (Bandung: 
PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 37 - 38  
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pengadilan semakin meningkat, sehingga untuk meminimalisir perceraian tentulah 

dibutuhkan peran lembaga damai atau bisa disebut juga Mediasi. Allah SWT 

berfirman: 

إن "#"!ا إ ��� ‘ وإن ���� ���ق ����	� ������ا �
	� �� اه� و�
	� �� اه���

   5إن ا$ آ�ن '��	� �&�#ا‘ "��% ا$ ����	�

Dari ayat diatas telah diterangkan apabila takut diantara suami istri terjadinya 

persengketaan maka utuslah hakam dari kedua belah pihak hal inilah yang merupakan 

salah satu sebagai dasar hukum bagi mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

kedua belah pihak dibantu oleh mediator. Didalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 

2008 telah disebutkan bahwa  

“kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, 
pengadilan hubungan industrisl, keberatan atas putusan badan penyelesaian 
sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan 
usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama 
wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan 
bantuan mediator”6.  
Dari penjelasan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 maka dapat disimpulkan 

bahwasanya, perkara perceraian merupakan perkara perdata sehingga semua sengketa 

perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan 

perdamaian dengan bantuan mediator. Batas-batas mediator dapat berupa: 

                                                           
5
 An-nisa> |(4): 35 

6 PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
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1. Orang yang memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh 

akreditasi dari Mahkamah Agung RI  

2. Orang yang sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan 

mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan  

3. Orang yang memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di 

pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI 

4. Hakim dilingkungan pengadilan yang bersangkutan, apabila tidak ada hakim, 

advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat 

mediator. 

Dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang berupaya 

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Masalah perceraian merupakan masalah 

hati, sangat susah didamaikan dan menyangkut harga diri. Melihat kendala tersebut 

tentunya tugas yang dibebankan kepada hakim mediator sangat berat dan 

mempengaruhi efektifitas mediasi perkara yang ditangani.  

Dari sini penyusun merasa tertarik untuk melihat hakim mediator dalam 

menjalankan tugasnya terasa kurang maksimal khususnya di Pengadilan Agama 

Bantul. Pengadilan Agama bantul dipilih sebagai tempat penelitian karena Pengadilan 

Agama Bantul dilihat dari banyaknya kasus yang masuk, lebih banyak daripada 

pengadilan-pengadilan agama yang lain yang terletak dalam provinsi Yogyakarta. 
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B. Pokok Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

penyusun sampaikan dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, 

yaitu:  

1. Bagaimana efektivitas Mediasi oleh hakim mediator? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi hakim Mediator dalam mengupayakan 

perdamaian di Pengadilan Agama Bantul? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan 

tulisan ini mampu menjawab dan mengungkapkan persoalan melalui pembahasan 

yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada 

beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain: 

Tujuan  

Mengetahui seberapa efektivitas hakim mediator dalam perkara perceraian dan 

sebagai tolak ukur dalam tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan. 

Kegunaan  

1. dari segi ilmiah: menjadi kajian yang memperkaya khazanah keilmuan hukum 

Islam 

2. dari segi praktis: memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam 

menyangkut masalah mediasi 
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D. Telaah Pustaka 

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada dan 

penyusun menemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema 

yang penyusun angkat yaitu upaya perdamaian, dalam hal ini mediasi. Namun karya-

karya ilmiah tersebut belum menekankan pada sikap hakim mediator dalam perkara 

perceraian, khususnya pada pengadilan Agama Bantul. 

Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Hakim mediator 

yaitu: pertama, skripsi Abdul Gapur dengan judul “Problem yang dihadapi Hakim 

Mediator dalam mediasi perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta”7. 

Skripsi ini memaparkan upaya mediasi, penyelesaian problem hakim  mediator, dan 

penyebab ketidakberhasilan  dalam perkara mediasi di Pengadilan Agama 

Yogyakarta. Kedua, skripsi Fauzan Ahsani Hamdi dengan judul “Peran Hakim 

Mediator dalam upaya mendamaikan Suami Istri pada Proses Perceraian (studi 

kasus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2008-2009)”.8 Skripsi tersebut 

memaparkan upaya hakim mediator dalam mendamaikan dan menyelidiki faktor-

faktor penyebab ketidak berhasilannya.  

                                                           
7 Abdul Gapur,"Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mediasi perceraian suami isteri di 
pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2010).  

8 Fauzan Ahsani Hamdi,”Peran Hakim Mediator dalam upaya mendamaikan suami isteri pada proses 
perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2008-2009), skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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Ketiga, skripsi Ahmad Jauhari dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam 

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009”.9 skripsi 

tersebut memaparkan tentang peranan Hakim Mediator dalam menyelesaikan 

sengketa Perceraian sehingga dalam kesimpulannya dikatakan, bahwa Mediasi belum 

efektif. Keempat, skripsi Nurul Aeni dengan judul “Upaya Perdamaian Hakim 

Mediator dalam Mencegah Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama 

Purbalingga”.10 Skripsi tersebut memaparkan upaya hakim mediator dalam 

mendamaikan dan juga menyelidiki faktor-faktor penyebab ketidak berhasilannya 

diPengadilan Agama Purbalingga, dan dalam kesimpulannya bahwa upaya 

perdamaian yang dilakukan masih sangat kecil dikarenakan adanya beberapa faktor. 

Memang tema atau penelitian yang penyusun lakukan pernah dilakukan 

banyak peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang penyusun  lakukan berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya karena 

penelitiian-penelitian yang telah lalu hanya terfokus dari bagaimana mediasi yang 

dilakukan dari segi perceraian tetapi, mediasi disini bisa juga difokuskan kesegala 

macam segi lainnya. Peneliti-peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada 

Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama 

                                                           
9 Ahmad Jauhari, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta 
tahun 2005-2009”,  skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(2010). 

10 Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakim Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan 
Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2005)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2006)  
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Purbalingga. Sedangkan penyusun  melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Bantul, yang sepengetahuan penyusun belum ada peneliti yang melakukan penelitian 

tentang Efektifitas Mediasi oleh Hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul.   

 

E. Kerangka Teori 

Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan Suami Istri 

ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya 

dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian. 

Dengan dasar PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan 

maka jika perceraian di ajukan ke Pengadilan, yang dilakukan hakim pertama yaitu 

mengupayakan perdamaian antara pihak yang ingin bercerai.  

Upaya perdamaian tidak dilakukan untuk mencari pihak mana yang kalah 

ataupun yang menang, namun upaya perdamaian ini dilakukan untuk mencari jalan 

tengah yang dianggap mungkin tanpa terjadinya perceraian. Dalam hal ini upaya 

perdamaian tersebut disebut Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga sebagai 

Mediator. Kemampuan seorang Mediator sangat menentukan keberhasilan Mediasi. 

Namun Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian 

pada pihak-pihak yang bersengketa, karena Mediator hanya sebagai penengah yang 

bersifat tidak memihak salah satu pihak (netral). 
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Dalam maqashid syariah bahwasanya diterangkan untuk menjaga jiwa dan 

kehormatan atau keturunan merupakan salah satu tujuan yang ada. Tentunya Mediasi 

diperlukan untuk menjaga dan memelihara agar hubungan rumah tangga yang dijalani 

oleh pasangan suami istri ini agar tidak terpecah belah. Namun, ketika kondisi yang 

dialami sudah sangat meruncing dan tidak dapat diperbaiki kembali, maka perceraian 

diperbolehkan karena ketika terjadi permasalahan tentunya pasangan ini akan melihat 

kedepannya.  

Dalam urutan teori didalam maqashid syari’ah, dhoruriyat adalah urutan 

paling atas. Suami istri diperbolehkan melakukan perceraian jika memang hal itu 

adalah jalan terbaik yang ditempuh. Karena, seandainya diteruskan rumah tangga 

tersebut, bukanlah ketentraman atau kesejahteraan yang didapat, akan tetapi 

permusuhan dan pertengkaran yang merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. 

Namun, tidak semua perkara perceraian tidak dapat diselamatkan. Mediasi inilah 

yang diharapkan untuk menjadi jalan tengah dalam mendamaikan pasangan suami 

istri ini dalam berumah tangga.  

Mediasi dan proses peradilan formal dikoloborasikan agar terwujud asas 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.11 Namun alasan 

dikoloborasikannya Mediasi dalam peradilan formal tidak hanya itu, beberapa lainnya 

yaitu: 

1. Hasil Mediasi di Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                           
11 Nurnaningsih Amriani, MEDIASI Alaternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 9 
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2. Akta Perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat 

karena dalam Mediasi yang diutamakan yaitu menjaga kepentingan masing-

masing pihak. 

3. Mediasi dapat mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena 

dengan Mediasi Pengadilan maka tertutup kemungkinan upaya hukum lain. 

4. Seringnya putusan Pengadilan  tidak memuaskan para pihak, karena putusan 

win-lose jadi ada pihak yang merasa senang dan ada pihak yang merasa kalah. 

Namun dengan adanya Mediasi maka yang dijadikan solusinya adalah win-

win solution, jadi tidak ada yang merasa terugikan. 

5. Karena dewasa ini banyak kritik-kritik yang ditujukan pada Pengadilan dalam 

hal biaya yang dibutuhkan mahal dan waktu yang digunakan sangatlah lama. 

Hampir 90% sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama merupakan 

perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat 

berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing, 

sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada 

umumnya belum akan datang ke Pengadilan untuk mengurus perceraian kecuali 

setelah perselisihan diantara mereka mencapai titik puncak. Dalam kondisi itu, 

Mediator di Pengadilan terbukti sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah 

sedemikian rumit.12 

                                                           
12 RAKERDAGAB Peradilan se Sumatra Utara Tahun 2009 
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Maka dari itu, tentunya Mediator disini mempunyai tugas yang sangat berat 

dalam memberikan pengaruhnya dikarenakan masalah yang sudah sangat rumit yang 

seakan-akan siap meledak bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. 

Pengaruh yang diberikan oleh Mediator inilah yang menjadi tolak ukur dan juga 

keberhasilan dari diadakannya Mediasi. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 

dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari Pengadilan 

Agama Bantul sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

buku-buku tentang mediasi khususnya mengenai hakim mediator, makalah 

tentang hakim mediator dan penelitian mengenai hakim mediator. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu mengelola dan mendeskripsikan 

data yang dikaji secara sistematis dipahami sekaligus menganalisa data 

tersebut.  

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Bantul  
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4. Pendekatan 

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan Normatif Yuridis karena 

peneliti melihat bagaimana pandangan dari segi hukum Islam baik dari al-

Qur’an maupun hadis, kemudian dilihat dari sisi hukum positif yang hasilnya 

akan ditarik dari penggabungan kedua hal tersebut. 

5. Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Maka adapun langkah-

langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu penyusunan memperoleh data-data dari arsip atau 

berkas-berkas perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul kemudian 

mempelajarinya dan mengkaji dokumen atau berkas-berkas tersebut. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu dengan mewawancarai hakim-hakim di Pengadilan 

Agama Bantul yang bertindak sebagai hakim Mediator. Disini penyusun 

akan mewawancara 3 (tiga) orang hakim yang memang ahli dalam hal 

perkara mediasi.  

6. Analisis Data  

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan, penyusun bertitik tolak 

pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari data perceraian 

kemudian lanjut kepada data mediasi, kemudian melihat dan menilai apakah 
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praktik mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bantul efektif atau tidak dan 

bagaimana hambatan yang terjadi dalam praktik mediasi.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Melalui metode tersebut diatas, maka untuk mempermudah pembahasan 

dalam penelitian ini penyusun telah mambuat sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori tentang penerapan mediasi, yang 

meliputi pengertian, dasar hukum dan jenis perkara mediasi, serta hakim mediator 

menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.. 

Bab ketiga, membahas tentang sejarah, struktur, visi dan misi, data perceraian, peran 

dan proses mediasi  di Pengadilan Agama Bantul. 

Bab keempat, menganalisis efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul mengenai 

hasil dari perkara perceraian, serta hambatan-hambatan yang dihadapi hakim 

mediator di Pengadilan Agama Bantul.  

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dimana kesimpulan 

merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. efektifitas mediasi dibagi menjadi dua, yaitu: efektifitas mediasi perkara 

pokok perceraian belum efektif, namun, efektifitas Mediasi dalam perkara assesoir 

dapat dikatakan cukup efektif karena ketika dalam pokok perceraian perkara tersebut 

tersendat dan tidak dapat diupayakan perdamaian kembali, dengan sendirinya para 

pihak memberikan tuntutan berupa nafkah iddah, nafkah mut’ah dan juga kadang ada 

yang meminta hak waris maupun harta bersama. Hal ini merujuk dari data yang 

didapat bahwa dari 292 perkara mediasi, perkara yang berhasil dicabut karena 

mediasi hanya sekitar 7 perkara atau 2,39% saja, namun perkara assesoir  dalam 

mediasi sekitar 115 perkara atau 39,38%, Sedangkan sisanya merupakan perkara 

yang dicabut tapi bukan karena mediasi sekitar 28 perkara atau 9,58% dan perkara 

sisa gabungan dari dari perkara cerai talak maupun cerai gugat yang sekitar 142 

perkara atau 48,63%. Dengan demikian efektifitas Mediasi cukup efektif dalam hal 

perkara assesoir karena para pihak melakukan kesepakatan dan berpisah dengan 

damai daripada pokok perkara perceraian yang tujuannya pencabut perkara.  

2. Ada beberapa hal yang menyebabkan mediasi tidaklah efektif, yaitu: 

ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak, dijalankan setengah hati, adanya 

pihak ketiga, masalah yang meruncing, dan beban pekerjaan hakim. 
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Memang banyak hal yang dapat menyebabkan mediasi tidak berjalan sesuai 

dengan keinginan dan tujuan para Mediator. Perkara perceraian merupakan masalah 

hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat, dan kehormatan 

keluarga besar masing-masing, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. 

Perjalanan seseorang dalam mendamaikan dalam proses pengadilan tidak hanya 

berhenti dalam mediasi saja, tetapi upaya perdamaian tersebut akan terus berlanjut 

diusahakan sampai menjelang dijatuhkannya putusan. 

B. Saran 

Ada beberapa saran : 

1. Hakim dalam mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa hendaknya 

selalu bersemangat dan tidak putus asa. 

2. Ketidakhadiran para pihak dalam Mediasi hendaknya menjadi batu loncatan 

agar Hakim selalu berfikir untuk melakukan terobosan-terobosan yang 

membuat para pihak berkeinginan untuk hadir      

3. Para Hakim Mediator hendaknya selalu mengasah kemampuan dalam 

bermediasi seiring dengan kemajuan zaman agar dapat mengikuti perubahan 

yang dibawa oleh pihak yang bersengketa 

4. Hendaknya selalu fokus dengan tujuan mediasi tanpa terbebani beban 

pekerjaan hakim yang lainnya.   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



Lampiran I 

 

 

LAMPIRAN TERJEMAHAH 

No Halaman 
Nomor 

Footnote 
Terjemahan 

1 3 5 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang 

hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

2 18 5 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui.” 

3 20 6 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. 

4 21 7 

Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, 

Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka 

pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak 

menyukai orang-orang yang zalim. 



5 22 8 
Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 

6 25 9 

sesungguhnya aku seorang manusia dan kamu datang mengadu 

pertikaian kamu kepadaku. Boleh jadi diantara kamu ada yang 

lebih pantas atau lebih pintar menguraikan hujjah daripada yang 

lain, maka aku memutuskan hukuman sebagaimana yang aku 

dengar dari keterangan yang kamu berikan. Maka siapapun yang 

aku hukum baginya sesuatu dari hak (orang lain), maka 

janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya aku 

memberikan kepadanya sepotong api neraka 
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Program Pascasarjana (S2) bidang Pemikiran Hukum Islam diselesaikan pada IAIN Ar-Raniry 
masing-masing tahun 1993 dan 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan Doktoral (S3) dalam 
bidang Ilmu Hukum dengan kajian utama filsafat hukum pada Program Pascasarjana Universitas 
Padjadjaran (UNPAD) Bandung selesai tahunb 2001 dengan yudisium Cumlaude. Judul 
Disertasi hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam masalah Kewarisan di Aceh. 
Pada tahun 2007 mengikuti program training leadership dan management for senior leader pada 
center educational of leadership (CEL) McGill university Montreal-Canada.    



PANDUAN WAWANCARA 

1. Bagaimana efektifitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bantul? 

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Mediasi? 

3. Bagaimana tahapan Mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bantul? 

4. Bagaimana penunjukan Mediator di Pengadilan Agama Bantul? 

5. Adakah ruangan khusus Mediasi untuk Mediasi di Pengadilan Agama Bantul? 

6. Bagaimana tahapan Mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak / hanya 

dihadiri oleh kuasa hukumnya saja? 

7. Bagaimana upaya hakim mediator untuk mendamaikan suami istri pada proses 

Mediasi? ( sikap hakim yg di tunjukkan) 

8. Bagaimana bila Mediasi berhasil dilakukan / tidak berhasil dilakukan? 

9. Apa yang di maksud dengan Mediasi dalam pokok perkara assesoir? 

10. Mana yang lebih banyak diminta dalam tuntutan perkara assesoir antara nafkah 

‘iddah, nafkah mut’ah, harta bersama, atau hak asuh anak?  

11. Faktor apa saja yang menghambat keberhasilan hakim Mediator untuk 

mendamaikan? 

12. Dari segi efektifitas, mana yang lebih efektif mediasi perkara pokok perceraian 

atau mediasi perkara assesoir? 
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